PEMERINTAH KOTA TEBING TINGG

‘Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

'NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN I{AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

d.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang
ditetapkan dalam Pcraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 10
Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persaimpahan/Kebersihan,
sudah  tidak sesuai lagi .dengan perkembangan dan kondisi
perckonomian saat int schingga dipandang perlu ditetapkan tarif yang
baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud huruf - a,
perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang Retribusi Pclayanan

Persampahan/Kebersihan;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lir{gkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara chul;lik Indonesia Tahun 1956
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Flukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Recpublik Indonesia
Nomor 3209) -Jo Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1981 Nomor
3258);

3. Undang-Undang.........cccccceru...
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tcntang Kctentuan-Ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Ncg;’u’z{ Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pcrubakan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2000 Nomor 4048); '

Undang —Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, "I‘amba_lm_n Lembaran  Negara Républik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389); |
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republ.ik'lndoncsia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsin Nomor 4437),
sqbagairhana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintalh Pengganti
'Unda_n,g-U-nd.ang Nomor 3 Tahuan 2005 Tenlang Pcrubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Nog.nor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan [Pemecrintah Dacrah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Tcbing  Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1979 Nomor 12);

9. Peraturan..................

96




-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Dacrah(L.embaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
4139) ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeceriksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

1. chulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tcntang
‘Pedoman Penctapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

12. Peraturan  Dacrah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing

Tinggi;
Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan 4
WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menctapkan  © PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
' PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Dacrah adalah Kota Tcbing Tinggi;

13

Pemerintah Daerah adalah Pemecrintah Kota Tcebing Tinggi;

[

Kepala Dacrah adalah Walikota Tebing Tinggi;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing
Tinggi;

5. Kantor Lingkungan Hidup, Kecbersinan dan Pertamanan Kota

Tebing  Tinggl adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Tebing

Tinggi di Bidang Pclayanan Persampahan/Kebersihan;
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Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tcbing Tinggi:

Bendahara Pcnerima adalah Pcjabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyctor, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan dacrah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SK?D Dinas Pecndapatan Kota febing
Tinggi; .

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan
RW di Kota Tebing Tinggi; .
Tempat Penampungan “Sampah ‘scmentara (TPS) adalah tempat
un_tuk ‘mc_nnm"p_ung sampah sementara hasil pengumpulan  dari
lingkungan- Kclurahan;

Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menycrap
pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan ;

Tempat  Pembuangan  Akhir (TPA) adalah lcmp'ul untuk
mecnampung, mengolah dan memusnahkan sampah;

Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun
bangunan; -

Jasa Umum adalah Jasa yang discdiakan atau diberikan olch

Pemerintah Dacrah untuk tujuan kepentingin dan  kcemanfaatan

umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Retribusi pelayanan Persampahan/Kcbersihan  adalali © pungutan

yang dilakukan oleh Pemecrintah Dacrah kepada muasyorakat atas

jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/Kebersihun di Kota

Tebing Tinggi; _
Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau sctengah padat
yang berasal dari kegiatan manusia yang terdiri dari bahan
organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi
tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia: )
Tinja adalah limbah yang bcrasal dari buangan biologis atau

kotoran manusia;

Surat Kectetapan Retribusi Dacrah untuk sclanjutnya disingkat

SKRD adalah Surat Kcputusan yang mcncntukan besarnya jumlah
Retribusi yang tcrutang;

18. Surat... ...,
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18. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD
adalah Surat yang digunakan olch wajib retribusi untuk mclakukan
pembayaran atau penyctoran retribusi yang terutang;

19. Surat Kctctapén Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang mencntukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang , jumlah kredit retribusi,
jumiah kckurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

20. Surat Ketetapan 'Rc.lribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan untuk
sclanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
mencntukan t’ambaimn atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

21. Surat Kctetapan Rctribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya
disingkat SKRDUB adalah Surat Kecputusan yang meneﬁtuk_én
jumlah kelebihan pembayaran retribusi  karena jumlah kredit
retribusi lebih - besar dari 'retribusi yang terutang ‘atau  tidak
scharusnya terutang; »

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk mclakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa denda;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2 _
Dengan nama  Retribusi Pﬁlayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
retribusi  terhadap Pclayanan yang diberikan Pemecrintan Daerah dalam
pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau  penycdiaan  lokasi
pembuangan/pemusnahan  sampah rumah tangga, industri, perkantoran,

perbengkelan, perdagangan dan pergudangan.
Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan atas sctiap
persit yang ada di Kota Tebing Tinggi.
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Pasal 4
Subjeck Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang

mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal '§
Retribusi pelayanan Persampahan /Kebersihan termasuk golongan

Retribusi Jasa Umum.

BAB 1V ,
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 6
(1)  Sectiap Jasa penyclenggaraan kegiatan pelayanan

Persampahan/Kebersihan di"pungut Retribusi.

(2) Retribusi schagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kcpada
sc‘mué pemilik atau pecmakai persil dalam dacrah.

(3) Besarnya Retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkah atas pcnggolongan objck retribusi yang terdiri dari :
a. rumah tempat tinggal;
b. perdagangan/bisnisfkomersial;

perkantoran/sckolah/sosial;

0

industri/ perbcngkclan/pcrgudangan;

c. stasiun/terminal.

Pasal 7
Besarnya retribusi dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 8

Kepala Daerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat

untuk mengadakan sarana prasarana kebersihan berupa :
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. tempat Sampah di tempat — tempat umum atau Jalan-jalan umum

yang dianggap perlu;

b. TPS, Transfer Depo dan Tong-Tong Sampah sesuai dengan
kebutuhan;
¢ suluran-saluran untuk membuang air kotor pada tempat yang

diangpap perlu;

d. angkutan sampah  dari  lingkungan  perumahan,  industri,
perbengkelan, perdagangan, perkantoran ke TPS, transfer depo
atau TPA.

Pasal 9

(1) Peran  serta  masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8
dilaksanakan dengan koordinasi Kectua - RT/RW di Wilayah
masing-masing. ’

(2) Dalam mengkoordinir kegiatan dimaksud pada ayat (1), Ketua
RT/RW harus mengikuti };cdomaﬁ yang . diberikan oleh Kepala

Dacrah atau Pcjabat yang dihunju‘k.'

BAB V
KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 10

(1) Sctiap Warga Masyarakat diwajibkan untul; memelihara
kebersihan dan menata keindahan lingkungan tempat kediaman,
tcrpat kerja dan lain lain.

(2)  Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan, seluruh warga
masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan
kebersihan lingkungan di samping Pemerintah Daerah
menycdiakan sarana penunjang.

(3) Pengelolaan  kebersihan  lingkungan, memelihara kebersihan  di
jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, pengaturan dan
penempatan  TPS, Transfer Dcpo, TPA dan pengangkutan
sampah dari TPS atau Transfer Depo ke TPA dilaksanakan oleh
Pemcrintah Dacrah di bawah koordinasi Kantor Lingkungan

Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tcebing Tinggi.

101




BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11 ’
(1Y  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan. '
(2) Hasil pemungutan retribusi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
disctor secara .bruto ke .Kas Daerah melalui Bendahara Penerima

Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.

BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Wilayah  pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan

adalah Kota Tebing Tinggi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalam hal subjek retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupzll denda sebesar
2 % {dua persen) s'(-:tiap bulan dari besarnys reiribusi yaug terutang
vang tiduk atau kurang bayar dan ditagih dengan inenggun_akan Surat

Tagihan Retribusi Dacrah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
(1)  Kepala Dacrah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyctoran rctribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh)

hari sctelah saat terutang.

(2) SKRD o
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SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembectulan,
Surat  Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
menycbabkan jumlah Reétribusi yang harus dibayar bertambah,
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
scjak tanggal ditcrbilkadnyé surat tersebul.

Kepata Dacréh atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi
persyaratan  yang ditentukan dapat * memberikan persetujuan
kepada wajib retribusi  untuk mengangsur atau menunda
pcmbayaran retribusi dengan dikenakan bunga scbesar 2 % (dua
persen) seliap -bulan. ‘

Tala cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan

pcmbayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah .

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15
Retribusi yang terutang  berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB,
SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan . _K'cbcratan_ dan Putusan Banding yang tidak atau
l(ul"ung bayar oleh wajib retribusi pada wﬁktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.
Penagihan  Retribusi dengan  Surat Paksa' dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
. Pasal 16 '
Wajib Retribusi harus mengajukan pcrmohonan seccara tertulis
kepada Kepala Dacrah untuk perhitungan  pengembalian

kclebihan pembayaran retribusi.
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Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kclebihan pembayaran  retribusi dapat laﬁgsuhg diperhitungkan
terlebih dahulu  dengan  utang  retribusi  dan  atau  sanksi
administrasi berupa denda oleh Kepala Daecrah.

Atas permohonan . scbagaimana dihmksu'd pada ayat (2) ‘yahg
berhak atas kelebihan pembayaran terscbut dapat diperhitungkan

dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17 ,

Dalam hal kelcbihan pembayaran reiribusi yang masih tersisa
sctelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 diterbitkan SKRDILB paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran
retribusi. .

Kclcbihzm pcmbayaran rctribus\i scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembalikan kcpada wajib retribusi paling lambat 2 (dua)
bulan scjak diterbitkannya SKRDLB.

Pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi  dilakukan sctelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala
Dacrah memberikan imbalan bunga 2 % (dua i)ersen) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18
Pengembalian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan
dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
Atas perhitungan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai

bukti pemsbayaran.

BABXIL...coiiiiiiiiiiiiiiiiiiienn
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BAB XlIi
KADALUARSA
Pagal 19
Penagihan retribusi kadaluarsa sctelah mclampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saal terutangnya retribusi, kecuali

apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

~ retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud -pada ayat
(1), tertangguh apabila : '

a. diterbitkan Surat T cguran dan Surat Paksa atau;

b. ada pengakuan utang retribusi  dari  wajib rctribusi  baik

langsung maupun tidak langsung.

| BAB X1l
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANC‘ KADALUARSA
Pasal 20
Piutang retribusi yung tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan ,pepagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

Kepala Daerah menctapkan Keputusan penghapusan piutang
Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa scbagaimana dimaksud

pada ayat (1).

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 21
Sclain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pcmerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. '

(2) Wewenang
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, - ' (2)  Wewenang  Penyidik  scbagaimana  dimaksud pada ayat (i)
. adalah:
5 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

-

h.

atau laporan berkcnaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi  Dacrah  agar  keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengénai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan schubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah; | '

meminta ketcrangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau  badan schubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Dacrah;

memeriksa  buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah; .

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan  dokumcn-dokumen = serta
meclakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
meminta  bantuan  tenaga - ahli dalam rangka -pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
menyuruh  berhenti, melarang scscorang- meninggalkan
ruangan atau tcmpat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumecn yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Dacrah;

memanggil orang untuk didengar ketecrangannya dan
dipcriksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu  untuk kelancaran
penyidikan  tindak  pidana di bidang Retribusi Daerah

menurut hukum yang dapat dipcrtanggungjawabkan;

(3) Penyidik....cccoviiiiiiniiiannn.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1), memberitahukan
dimana dimulainya  penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikan kepada Penuntut ' Umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
Pclanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 diancam pidana kurungan selama-

lamanya 6 (cnam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali
retribusi terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Dcngan  berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 1998

tentang Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
IHal — hal yang belum diatur dalam Pcraturan Daerah ini ‘sepanjang

mengenai  pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Kepala Daerah.

107




i

&

Pasal 25

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Dacrah ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Tebing Tinggi.

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Juni 2008

Ditctapkan di Tebing Tinggi.
pada tanggal 23 Juni 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.
ABDUL HAFIZ HASIBUAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

.ttd.
IRHAM TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2002 NOMOR 8

iﬁ:\x};‘ggﬂ\' ‘Qsl inya

o

ranisasi dan Hukum
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Dengan  ditetapkannya Peraturan Pemcrintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang
Retribusi Dacrah scbagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah salah satu upaya guna mcv.mjuﬂkan otor:omi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab, scrta peningkatan penerimaan pendapatan asli dacrah yang bersumber dari Retribusi
Dacrah khususnya yang berasal dari Retribusi pe,layanan.Persampahan/Kebeljsihah tarifnya

sudah tidak scsuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan dengan
meactapkan Pcraturan Daerah.

{I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Puasal 1
cukup jelas
Pusal 2
cukup- jclas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4
cukup jelas
Pasal §
cukup jclas
Pasal 6
cukup jelas
Pasal 7

cukup jelas.
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Pasal 8

- cukup jelas
Pasal 9
-cukup jelas
Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jclas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jela.é
Pasal 16

cukup jelas .

Pasal 17-
| cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19 ~
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24

cukup jelas

-16 -
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Pasal 25

cukup jclas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR &
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No. OBJEK RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI
1. | RUMAI TEMPAT TINGGAL: ‘ '
a. PEMUKIMAN MEWAH Rp. 5.000,- / BULAN
b. PEMUKIMAN SEDERHANA - "Rp. 3.000,-/ BULAN
‘c. PEMUKIMAN SANGAT SEDERHANA ~ Rp. 2.000,-/ BULAN
"2. | PERDAGANGAN / BISNIiS/ KOMERSIAL : | ' ‘
1. RUMAH TOKO / RUKO Rp. 30.000,-/ BULAN
‘| 2. RUMAH MAKAN / RESTORAN 1 Rp. 30.000,-/ BULAN
3. HOTEL . Rp. 30.000,-/ BULAN
4. WARUNG /RUMAH MAKAN KECIL | Rp. 10.000,-/ BULAN
5. KEDAI SAMPAH | Rp. 10.000,- / BULAN
6. KIOS | - Rp. 5.000,-/ BULAN
7. STAND - Rp. 5.000;-/ BULAN
8. PEDAGANG BUAH-BUAHAN MUSIMAN Rp. 2.000,-/ HARI
3. | PERKANTORAN / SEKOLAH / SOSIAL .
a. KANTOR SWASTA BESAR Rp. 10.000,-/ BULAN
b. KANTOR SWASTA KECIL Rp. 3.000,-/ BULAN
c. BANK PEMERINTAH / SWASTA Rp. 30.000,- / BULAN
d. SEKOLAH ( SD, SMP, SMA ) NEGERI /| Rp: 15.000,-/ BULAN
SWASTA
c. SEKOLAH TINGGI/ UNIVERSITAS Rp. 15.000,-/ BULAN
. RUMAH SAKIT Rp. 30.000,-/ BULAN
g. POLIKLINIK Rp. 5.000,-/ BULAN
h. PUSKESMAS . Rp. 2.000,-/BULAN
4. | INDUSTRUPERBENGKELAN/
PERGUDANGAN :
a. INDUSTRI BESAR Rp. 30.000,-/ BULAN
b. INDUSTRI MENENGAH Rp. 20.000,- / BULAN
c. INDUSTRI KECIL - Rp. 10.009,-/ BULAN
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d. BENGKEL BESAR Rp. 20.000,-/ BULAN
c. BENGKEL MENENGAH Rp. 15.000,-/ BULAN
f. BENGKEL KECIL Rp. 10.000,-/ BULAN
g. PENYIMPANAN MOBIL Rp. 5.000,-/ BULAN
h. GUDANG BESAR Rp. 15.000,-/ BULAN
i. GUDANG KECIL "Rp. 10.009,- /BULAN
5. | LAIN - LAIN: '
1. STASIUN KERETA API Rp. 30.000,-/ BULAN
‘2. STASIUN BUS Rp. 30.000,-/ BULAN

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL. HAFIZ HASIBUAN

suai aslinya

ganisasi dan Hukum
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